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PUTUSAN
Nomor 3395/Pdt.G/2023/PA.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXX  XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN
SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxxxx
XXXXXX XXXxX, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG,
PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12

Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3395/Pdt.G/2023/PA.Srg,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah lIsteri dari Tergugat yang telah melaksanakan
pernikahan pada tanggal 17 Desember 1987 dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten,
Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:
47/19/X11/1987 tertanggal 17 Desember 1987;
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2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
Penggugat yang beralamat di Kampung Porno, Desa Jimbung, Kecamatan
Kalikotes, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan saat ini tinggal di
kediaman bersama di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah
pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK PERTAMA, (P), lahir di Jakarta, 16 Juli 1988, Pendidikan S1;

3.2. ANAK KEDUA, (L), lahir di Cilegon, 07 September 1993, Pendidikan
S1; Dan saat ini kedua anak tersebut sudah berkeluarga;

3.3. ANAK KETIGA, (L), lahir di Cilegon, 27 Juli 2000, Pendidikan D3, saat
ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun
dan harmonis, namun sejak awal tahun 2000 rumah tangga mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat malas untuk bekerja dan kurang jujur dalam hal keuangan
keluarga, sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah
yang cukup untuk keluarga;

4.2. Tergugat sering meminum-minuman keras;

4.3. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;

4.4. Tergugat memiliki hutang tanpa sepengatahuan dan seizin Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi
pada bulan Februari 2021, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat
berpisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada hubungan layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu
rumah tangga yang bailk dan harmonis kembali, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis
Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya
rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Rl (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan
Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, hamun sesuai
laporan Mediator (Fathullah, S.Ag., M.H., M.M.,C.P.M., C.P.A., C.P.C) tanggal
03 Januari 2024 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

— Bahwa benar sejak awal Tahun 2000 an rumaah tangga Tergugat dan
Penggugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa benar Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
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— Bahwa benar Tergugat pernah minum-minum keras karena diajak oleh
suplier;

— Bahwa tidak benar Tergugat memiliki hubungan husus dengan wwanita lain;

— Bahwa benar Tergugat mempunyai hutang untuk renovasi rumah;

— Bahwa benar sejak bulan Pebruari 2021 antara Tergugat dan Penggugat
sudah pisah kamar/ranjang;

— Bahwa Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya Dan atas replik
Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dari
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/XxxXxXxxxxx
XXXxXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda
P1,

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kalikotes Kabupaten Klaten
Provinsi Jawa Tengah, Nomor 47/19/X11/1987 Tanggal 17 Desember
1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;

B. Saksi-saksi.

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXX  XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG,
PROVINSI BANTEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

yang telah menikah pada tanggal 17 Desember 1987;
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- Bahwa setelah pernikahanPenggugat dan Tergugat tinggal di rumah
Penggugat yang beralamat di Kampung Porno, Desa Jimbung,
Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan
saat ini tinggal di kediaman bersama di Komplek GSI Blok H4 Nol16
RT 004 RW 007, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX

- Bahwa selamaberumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah pernah berhubungansebagaimana layaknya suami istri dan
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama (1).ANAK
PERTAMA, (P), lahir di Jakarta, 16 Juli 1988, Pendidikan S1, (2).
ANAK KEDUA, (L), lahir di Cilegon, 07September 1993, dan ANAK
KETIGA, (L), lahir di Cilegon, 27 Juli 2000, saat ini anak yang ketiga
tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
danpertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa sejak awal tahun 2000 rumah tangga mulai terjadi perselisihan
dan pertengkaran

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir
kepada Penggugat, dan kurangnya komunikasi yang baik antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah
namun sudah pisah tempat tidur sejak 3 (tiga) Tahun yang lalu sampai
sekarang;

- Bahwa pernah diusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun
kembali namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali
Penggugat dan Tergugat;

- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali
Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit;
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2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG,
PROVINSI BANTEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jawa, dan
saat ini tinggal di kediaman bersama di Komplek GSI Blok H4 Nol16
RT 004 RW 007, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX

- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2000 rumah
tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir
kepada Penggugat, dan tidak terjalin komunikasi dengan baik antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah
namun sudah pisah tempat tidur/ranjang sejak 3 (tiga) Tahun yang lalu
sampai sekarang;

- Bahwa pernah diusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun
kembali namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali

Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah tidak mengajukan pembuktian baik surat maupun

saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;
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Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan
saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon
putusan; demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan kehidupan rumah
tangga mereka yang semula harmonis, namun sejak Tahun 2000 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam
memberikan nafkah dan kurang terjalin komunikasi dengan baik, puncaknya
sejak bulan Pebruari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah
tempat tidur/ranjang/kamar sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana telah
diuraikan di atas, Tergugat membenarkan adanya perselisihan tetapi
membantah alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat

gugatannya, menurut Tergugat penyebabnya karena Penggugat tidak
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mensykuri nafkah yang diberikan oleh Tergugat meskipun sedikit, oleh karena
itu Tergugat menyatakan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan per-
ceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan
perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara
Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun
lagi dalam rumah tangga,;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat
telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti
otentik tentang identitas dan tempat kediaman Penggugat yang berada dalam
wilayah hukum Kabupaten/Kota Serang. Oleh karenanya, dinilai terbukti bahwa
Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah
merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 1987, bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya
Majelis menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai
suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, serta Penggugat dan
Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui adanya
perselisihan dan perpisahan dalam rumah tangga, namun untuk memenuhi
ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan

saksi-saksi;
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Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah
dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan para pihak, sehingga
memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e
HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu,
keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu
dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di
persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan
membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
karena sering terjadi perselisihan, puncaknya mereka telah berpisah tempat
tidur/ranjang/kamar dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang. Keterangan
kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan
dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada
halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalii Penggugat dan dikaitkan dengan
keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi
adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan upaya
perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam
rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun
Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis
dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga
mereka;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi
perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tidur/ranjang/kamar sejak bulan Pebruari 2021 yang kalau dihitung sampai
dengan putusnya perkara ini tanggal 21 Pebruari 2024 sudah berlangsung lebih
dari tiga (3) tahun dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak
Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi dan hidup
sendiri-sendiri  yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak
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terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai
suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah,
sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali
dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini
Majelis berpendapat hati Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk
dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah
memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk
rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang
sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai,
menurut Majelis hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majlis, yang
menyatakan “Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah,
berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung
dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis
berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin
untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin
dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna
dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Dan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman
204:

33 jlaal) WM&SS}AY)&MMM}}’AU&LA&\U\A

Artinya : “Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya
rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya
adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal
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19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Serang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat Rp 445.000,00 (empat ratus

empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Serang pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Dr. Syakaromilah, S.H.l., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhlis, S.H., M.H sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.
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Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota | Hakim Anggota I
ttd ttd
Drs. H. Surisman Dr. Syakaromilah, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti
ttd

Muhlis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran 'Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang

Panitera

Mulyadi, S.Ag.
Catatan :
Salinan Putusan diberikan kepada .................. pada tanggal ............... dan
telah/belum berkekuatan hukum tetap;
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